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Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional yang terus dilakukan pemerintah Indonesia untuk
mensejahterakan taraf hidup masyarakat Indonesia, membutuhkan dana yang tidak
sedikit. Dana tersebut diperoleh dari APBN yang berdasarkan Undang-undang
Republik Indonesia nomor 23 tahun 2013 tentang anggaran pendapatan dan belanja
negara tahun 2014 pasal 4 (1) mencapai Rp1.280.388.970.684.000,00 dari total
anggaran pendapatan negara pada tahun anggaran 2014 yang direncanakan sejumlah
Rp1.667.140.799.639.000,00.

Karena sifat pajak adalah “tanpa ada kontraprestasi langsung”, secara alamiah
dimungkinkan adanya kesalahan dalam berjalannya kegiatan perpajakan. Contoh
kesalahan tersebut yaitu perbedaan perhitungan peraturan perundang undangan pajak
(hukum pajak) dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) di laporan keuangan
komersial, sehingga dapat mengakibaktkan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak
yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan
pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang sehingga timbul kelebihan
pembayaran pajak. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak di kenal dengan
restitusi pajak’ yang merupajan hak Wajib Pajak (WP), sehingga Direktorat Jenderal

Pajak (Ditjen Pajak) wajib mengembalikan kelebihan itu kepada WP bersangkutan.
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Pencatatan perbedaan perhitungan tersebut diatur dalam PSAK 46 tentang
pajak penghasilan. PSAK 46 mengatur jumlah pajak penghasilan terutang (payable)
atas penghasilan kena pajak pada satu periode yaitu pajak Kini (current tax), serta
jumlah pajak penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat
adanya perbedaan temporer kena pajak yaitu kewajiban pajak tangguhan (deferred
tax liabilities).

Untuk menangani hal tersebut, dibuatlah sebuah sistem pemeriksaan pajak.
Dalam UU No.28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (25) dijelaskan pemeriksaan pajak adalah
serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti
yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak dapat timbul akibat permohonan restitusi pajak yang
diajukan oleh wajib pajak kepada Direktorat Jendral Pajak. Peraturan Menteri
Keuangan No0.82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Perpajakan (pasal 3
ayat 2) menjelaskan, pemeriksaan harus dilakukan dalam hal Wajib Pajak
mengajukan permohonan pengembalian kelebihan (restitusi) pembayaran pajak.

Keputusan yang menetapkan adanya kelebihan pembayaran pajak adalah
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yang diterbitkan setelah melalui
proses pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Masa adalah

wajib dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan kepastian ukum atas status
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pembayaran pajak dari Pengusaha Kena Pajak (PKP). Restitusi dapat dilakukan atas

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 72/PMK.03/2010 tentang tata cara pengembalian kelebihan Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pemeriksaan pajak diatur dalam Peraturan Mentri Keuangan. Berdasarkan
Peraturan Mentri Keuangan No. 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Perpajakan dapat dilakukan melalui dua jenis pemeriksaan, yaitu:

a. Pemeriksaan Lapangan, merupakan pemeriksaan yang dilakukan di tempat
kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib
Pajak, atau tempat lain yang telah ditentukan Direktur Jenderal Pajak;

b. Pemeriksaan  Kantor adalah  pemeriksaan yang  dilakukan  di
kantorDirektoratJenderal Pajak.

Selain itu, terdapat dua Kkriteria yang merupakan dasar atau alasan
dilakukannya pemeriksaan, yaitu:

a. Pemeriksaan Rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin, dilakukan terhadap
Waijb Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban
perpajakannya, atau karena diwajibkan oleh Undang-Undang KUP.

b. Pemeriksaan Khusus atau pemeriksaan berdasarkan analisis risiko (risk based
audit), merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang
berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau secara komputerisasi

menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
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Untuk mendukung proses berlangsungnya pemeriksaan pajak atas restitusi,
wajib pajak diwajibkan untuk kooperatif selama proses pemeriksaan pajak
berlangsung. Kooperatif dilakukan dengan menyiapkan bukti pemeriksaan serta tidak
menghalang-halangi proses pemeriksaan pajak. Bukti pemeriksaan yang disiapkan
dalam pemeriksaan pajak meliputi data faktur pajak masukan, faktur pajak keluaran,
PIB (Pemberitahuan Impor Barang), PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), SPT
(Surat Pemberitahuan) Masa PPN, rekonsiliasi PPN, Kertas Kerja Pemeriksaan SSP
(Surat Setoran Pajak) PPh Pasal 22, SSP PPh Pasal 23, SSP PPh Pasal 26.

Undang-undang No.42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), menjelaskan faktur
pajak sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP),
atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan Direkorat Jenderal Bea
dan Cukai (DJBC).

Berdasarkan Peraturan DJBC Nomor P-42/BC/2008 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, PIB adalah pemberitahuan
pabean untuk pengeluaran barang yang diimpor untuk dipakai. Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan
Kepabeanan di Bidang Ekspor, PEB adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam
rangka melaksanakan kewajiban kepabeanan di bidang ekspor dalam bentuk tulisan

di atas formulir atau data elektronik.
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Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang
perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Pajak Penghasilan
menjelaskan pasal 22 UU PPh, diatur bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan
bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran
atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib
Pajak (WP) yang melakukan kegiatan usaha di bidang impor atau kegiatan usaha di
bidang lain. Pungutan pajak pasal 22 UU PPh ditujukan untuk meningkatkan peranan
serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak. Tarif
dan perhitungan PPh 22 menurut Sudirman dan Amirudin (2012):

1. Importir yang mempunyai APl (Angka Pengenal Importir) tarif 2.5%:

PPh pasal 22 = 2.5% x Nilai Impor

2. Importir yang tidak mempunyai APl 7.5%:
PPh pasal 22 = 7.5% x Nilai Impor

3. Barang impor yang tidak dikuasai; tarif 7.5% dari harga jual lelang:
PPh pasal 22 = 7.5% x Harga Jual Lelang

4. Atas Pembelian Barang yang dananya dari APBN/D; tariff 1.5%
PPh pasal 22 = 1.5% x DPP PPN

5. Penjualan Kertas di Dalam Negeri oleh industri Kertas;
PPh pasal 22 = 0.10% x Harga Jual

6. Penjualan barang kepada pemerintah yang dibayar dengan APBN/D;
PPh pasal 22 = 1.5% x DPP PPN

7. Penjualan Semen di Dalam Negeri oleh industri semen;
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PPh pasal 22 = 0.25% x DPP PPN

8. Penjualan Baja di Dalam Negeri oleh industri Baja;
PPh pasal 22 = 0.3% x DPP PPN

9. Penjualan otomotif oleh industri otomotif termasuk ATMP, APM importir
kendaraan umum dalam negeri;
PPh pasal 22 = 0.45% x DPP PPN

10. Penjualan rokok di Dalam Negeri oleh industri Rokok;
PPh pasal 22 = 0.15% x Harga Banderol

11. Penjualan Premium, Solar Premix, Super TT oleh Pertamina kepada SPBU
Swasta / Pemerintah;
PPh pasal 22 SPBU Swasta = 0.3% x Penjualan
PPh pasal 22 SPBU Pemerintah = 0.25% x Penjualan

12. Penjualan Minyak Tanah / Gas LPG, Pelumas;
PPh pasal 22 = 0.3% x penjualan

13. Penjualan Barang kepada BI, BPPN, BULOG, TELKOM, PLN, PT Garuda
Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, dan Bank BUMN yang dibayar
dengan APBN maupun non-APBN;

PPh pasal 22 = 1.5% x Harga Beli

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang
perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Pajak Penghasilan

menjelaskan PPh pasal 23 mengatur tentang pajak yang dipotong atas penghasilan
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yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang

telah dipotong PPh pasal 21. PPh pasal 21 yang dipotong tersebut adalahPPh pasal 21

yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri,

penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri

lainnya.Tarif dan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dapat dikelompokkan menjadi

tiga, yaitu: (Waluyo, 2013)

a) Sebesar 15% dari jumlah bruto atas:

Dividen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-

Undang Pajak Penghasilan;

. Bunga, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;

iii. Royalti; dan

Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak
Penghasilan Pasal 21 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan,
hadian dan penghargaan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah
hadiah dan penghargaan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan
yang diselenggarakan msialnya kegiatan olahraga, keagamaan, kesenian, dan
kegiatan lainnya. Sedangkan hadiah dan penghargaan yang dipotong Pajak
Penghasilan Pasal 23 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apa pun
yang diterima atau diperolen Wajib Pajak dalam negeri berkenaan dengan

suatu kegiatan yang diselenggarakan.
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b) Sebesar 2% dari jumlah bruto atas:

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa
dan penghasilan lain sehubungan dengan harta yang telah dikenai Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan

ii. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa
konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong, Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang
perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Pajak Penghasilan
menjelaskan PPh Pasal 26 mengatur tentang PPh yang dikenakan/dipotong atas
penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
(WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Bentuk usaha tetap
merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek
pajak badan. Tarif dan perhitungan PPh 26 menurut Sudirman dan Amirudin (2012):
a. 20% dari Jumlah Bruto:

1. Dividen dengan nama dan bentuk dalam bentuk apapun termasuk dividen dari
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha
koperasi;

2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang;

3. Royalty, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan;
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5. Hadiah dan penghargaan lain selain yang telah dipotong PPh pasal 21;
6. Pension dan pembayaran berkala lainya.
PPh pasal 26 = Penghasilan Bruto x 20%
b. 20% dari jumlah neto atas:
1. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia;
2. Premi asuransi termasuk premi reasuransi.
PPh pasal 26 = (Penghasilan Bruto x Penghasilan Neto) x 20%
c. 20% atas Penghasilan Kena Pajak

PPh pasal 26 = (PKP — PPh Terutang) x 20%

Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta
dan kewajiban sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan perpajakan
dinamakan SPT.SPT beserta lampirannya tidak hanya berfungsi sebagai data, tetapi
sebagai komunikasi antara  Wajib  Pajak  dengan  fiskus  untuk
mempertanggungjawabkan pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan selama kurun
waktu tertentu.

Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Penerima Pembayaran
dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran dan isi sebagaimana
ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Per-01/PJ./2006) dinamakan

Surat Setoran Pajak (SSP). Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa
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SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak jika telah disahkan oleh pejabat kantor

penerima pembayaran yang berwenang.

1.2.

1.3.

Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Kerja magang dilakukan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Memahami proses administrasi pajak yang terjadi di PT. Indolakto, terutama
proses yang dilakukan staff pajak dalam proses administrasi perpajakan
secara umum.

2. Mengetahui proses pemeriksaan pajak sebagai wajib pajak yang diperiksa.

3. Menerapkan pengetahuan akuntansi dan perpajakan meliputi tata cara
pemotongan dan pelaporan pemotongan pajak, seperti rekonsiliasi pajak,
analisa kesesuaian data general ledger terhadap SPT, serta pengetahuan
lainya sangat diperlukan untuk dapat menyelesaikan kerja magang.

Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1. Waktu Pelaksanaan Kerja Magang
Kegiatan kerja magang dilaksanakan di PT. INDOLAKTO yang berlokasi di
Jalan Raya Bogor Km 26,6 Jakarta. Pelaksanaan kerja magang dimulai pada
tanggoal 2 Juli 2014 dan selesai pada tanggal 5 September 2014. Jam kerja
pelaksanaan kerja magang dilaksanakan setiap hari kerja, yaitu dilakukan
dari hari Senin hingga Jumat yang dimulai pukul 08.00 WIB hingga pukul
16.30 WIB pada bulan Ramadhan serta dimulai pukul 08.00 WIB hingga

pukul 17.00 WIB pada bulan lain.
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2. Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Berdasarkan panduan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara, tahap

pengajuan kerja magang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Prosedur pengajuan kerja magang di Universitas Multimedia Nusantara

adalah sebagal berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Mengajukan permohonan kepada Ketua Program Studi dengan
mengisi formulir pengajuan kerja magang sebagai acuan dalam
pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan kepada
perusahaan yang dituju dengan ditandatangani oleh Ketua Program
Studi.

Surat Pengantar Kerja Magang dianggap sah apabila telah dilegalisir
oleh Ketua Program Studi.

Ketua Program Studi menunjuk dosen pada Program studi yang
bersangkutan sebagai pembimbing kerja magang.

Mengajukan usulan tempat kerja magang kepada Ketua Program
Studi.

Menghubungi calon perusahaan tempat kerja magang dengan
membawa surat pengantar kerja magang dari kampus.

Kerja magang dimulai apabila telah menerima surat balasan bahwa
mahasiswa yang bersangkutan telah diterima untuk kerja magang pada
perusahaan yang dimaksud yang ditujukan kepada kordinator kerja
magang.
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7)

Memperoleh Kartu Kerja Magang, Formulir Kerja Magang, Formulir
Realisasi Kerja Magang, dan Formulir Laporan Penilaian Kerja

Magang.

b. Tahap Pelaksanaan Kerja Magang adalah sebagai berikut:

1)

2)

Menghadiri perkuliahan kerja magang yang dimaksudkan sebagai
pembekalan. Pembekalan dilakukan sebanyak 3 kali tatap muka. Jika
tidak dapat memenuhi kehadiran pelaksanaan tersebut tanpa alasan
yang dapat dipertanggungjawabkan, maka akan dikenakan pinalti dan
tidak diperkenanan melaksanakan praktik kerja magang di perusahaan
pada semester berjalan, serta harus mengulang untuk mendaftar kuliah
pembekalan kerja magang pada periode berikutnya.

Pada perkuliahan kerja magang diberikan materi kuliah yang bersifat
petunjuk teknis kerja magang dan penulisan laporan kerja magang,
termasuk di dalamnya perilaku di perusahaan.

Adapun rincian materi kuliah kerja magang adalah sebagai berikut:
Pertemuan 1: Sistem dan prosedur kerja magang, prilaku, dan
komunikasi dalam perusahaan.

Pertemuan 2: Struktur Organisasi perusahaan, pengumpulan data
(sistem dan prosedur administrasi, oprasional perusahaan,
sumberdaya), analisa kelemahan dan keunggulan (sistem, prosedur,
dan efektifitas administrasi serta operasional, efisiensi penggunaan

sumber daya, pemasaran perusahaan, dan keuangan perusahaan).
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3)

4)

5)

6)

7)

Pertemuan 3: Cara penulisan laporan, ujuan kera magang dan
penilaian, cara presentasi dann tanya jawab.

Melakukan pertemuan dengan dosen pembimbing untuk pembekalan
teknis dilapangan. Pelaksanaa kerja magang di perusahaan atau
instansi dibawah bimbingan seorang karyawan tetap di perusahaan
atau instansi tempat pelaksanaan kerja magang yang kemudian disebut
sebagai pembimbing lapangan.

Mengikuti semua peraturan di perusahaan atau instansi tempat
pelaksanaan kerja magang.

Melakukan pekerjaan di minimal satu bagian tertentu di perusahaan
atau instansi sesuai dengan bidang studinya. Tugas yang diberikan
oleh Pembimbing Lapangan dituntaskan atas dasar teori, konsep dan
pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan.

Pembimbing Lapangan memantau dan menilai kuantitas usaha kerja
magang.

Dalam menjalani kerja magang, koordinator kerja magang beserta
dosen pembimbing kerja magang memantau pelaksanaan Kkerja
magang dan berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan.

Pemantauan dilakukan secara lisan dan tulisan.
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c. Tahap akhir pelaksanaan kerja magang adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Setelah kerja magang di perusahaan selesai, menuangkan temuan sarta
aktifitas yang dialankan dalam laporan Kkerja magang dengan
bimbingan dosen pembimbing Kerja Magang.

Laporan Kerja Magang disusun sesuai dengan standar format dann
struktur laporan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara.
Dosen Pembimbing memantau laporan final sebelum mengajukan
permohonan ujian kerja magang. Laporan Kerja Magang harus
mendapatkan pengesahan dari Dosen Pembimbing dan diketahui oleh
Ketua Program Studi. Laporan Kerja Magang diserahkan kepada
Pembimbing Lapangan degan meminta Pembimbing Lapangan
mengisi formulir pelaksanaan kerja magang.

Pembimbing Lapangan mengisi form kehadiran kerja magang terkait
dengan kinerja selama melaksanakan kerja magang.

Pembimbing lapangan memberikan surat keterangan perusahaan yang
menjelaskan  bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah
menyelesaikan tugasnya.

Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pembimbing
lapangan di perusahaan atau instansi dan surat keterangan yang
menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya

dan dikirim langsung kepada Koordinator Lapangan.
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7) Setelah melengkapi persyaratan ujian kerja magang. Kordinator

Magang menjadwalkan ujian kerja magang.

8) Menghadiri an mempertanggung jawabkan

U

N
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